
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

a. bahwa sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun

2017, yang menunjukan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan/asumsi kerangka ekonomi

Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan

sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah, sehingga menyebabkan
saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakah urituk tahun berjalan, sehingga
dipandang perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Perubahan (P-RKPD) dalam
bentuk Produk Hukum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Bombana tentang Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bombana
Tahun 2017.

BUPATI BOMBANA,

Mengingat

Menimbang

OTPATI BOB5BANA
PRCWMSI SULAWESI TEHGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR ^) TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang I
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanL
Rencana Pembangunan;

8.Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara
Republik Indonesia  Tahun  2005  Nomor   140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

6.Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7.Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007  Nomor  33,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pe'mbentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4339);



20  Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2016
tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan

Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Angg

2017;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran
2017;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusun, Pengendalian, dan

Eyaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2017;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011  tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015, Nomor 3);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4664);



Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Bupati adalah Bupati Bombana.
Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati    dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintah di daerah.

Rencana adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melaluiurutanpilihan,dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

yang selanjutnya disingkat P-RKPD, adalah
dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten

Bombana untuk periode 1 (satu) tahun.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan

visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
tujuan.

BAB II
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Pasal2

RKPD merupakan penjabaran RPJM Daerah,

memuat   Pendahuluan,   Evaluasi    Hasil

Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, Rencana If

Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.^\ ,

(1)

51

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

PERATURAN BUPATI BOMBANA TBNTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2017.

MEMUTUSKAN :

Visi dan Misi Bupati  dan Wakil Bupati Bombana
Periode Tahun 2017 - 2022

Menetapkan

Memperhatikan



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati
ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang |L
mengenai pelaksanaannya.-^^ \ y

Pasal 4

Isi naskah Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah 2017 yang menjadi Lampiran Peraturan
Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Bab I:  Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampaii
dengan Triwulan II

Bab HI : Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas Daerah dalam P-RKPD

Tahun 2017
Bab IV   : Penutup

Pasal 3

(1)Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2017  menjadi  acuan  untuk  penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta
Plafon dan  Prioritas  Anggaran  Sementara

Perubahan  untuk  penyusunan  Rancangan

APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.

(2)P-RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menguraikan perubahan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2017.

{) P-RKPD Tahun 2017 sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 merupakan Dokumen Perencanaan

untuk periode Tahun 2017



....14BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR

H. BURHANUDDIN. A.HS NOY

D

p

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Ditetapkan di Rumbia

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bombana.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

BAB IV

PENUTUP
Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan P-RKPD Kabupaten Bombana

Tahun Anggaran 2017.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal6

Acer
Rectangle


